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Dalam llteratur Hukum Perburuhan (Hukum

Ketenagakerfaan) dlkenal adanya beberapa

macam fenlc pemutusan atau pcngakhlran

hubungan keila (PHK), yaknl pemutusan

hubungan kerla oleh mallkan (rpen$seha),

pemutusan hubungn kerfa oleh

pekerfa/buruh, pemutu$n hubungan kerfa'

deml hukum, dan pemutusan hubungn kerfa

oleh pengadlhn (Radrmad 'Budlono, 
hal.

I 1,1). Sehubungan dengan ltu dalam UU

Nomor l3 Tahun 2C03 Tentang

Ketenagakerfaan (UU Nomor 13/2OO3)

dlatur salah satu sebab pemutusan hubungan

keria oleh maflkan yaltu bahwa pengusaha

dapat melakukan pemututan hubungan kerla

terhadap pekerla/buruh dalam hal terladl (l)
perubahan stetut, (21 penggabungan, (3)

peleburan, atau (,*) perubahan kepemlllkn

perusahaan (Pasal 163). Leblh lanfut

diielaskan, bahwa dalam hal terladl kasus

perubahan statatus, penggabungan,

peleburan, atau perubahan kepemillkan

tersebut, ada kemungkinan pekeria/buruh

tl4ak berse4la lagl melanfutkan buhungan

kerja, dan ada luga kemungklnan plhak

pengusaha' tldak bersedla lagl menertma

pekerla/buruh melanfutkan hubungan kerfa.

Dengan demlklan sebenarnya pengakhlran

hubunlan kerla tersebut dapat atas lnislatlf

darl pekerla/buruh yang bersangkutan, dan

dapat atas penolakan oleh pengusaha. Dalam

kasus sepertl lnl, pekerfa/buruh masih tetap

mempunyal hak hak atas pengakhlran

hubungan kerfa teruebut. .Oleh karenya

terdapat dua kemungklnan alternatlf

pemberlan hak-hak pekerfa/buruh, yaltu,

apablh pekeria/buruh vang tidak bersedia

melanlutkan buhungan keria dalam salah satu

kasus pentbahan status, penggabungan,

peleburan, atau perubahan kepemtllkan

perunhaan tersebut, maka pekeria/buruh

hanya berhak atas uang pesangon sebesar I

(satu) kall sesual ketentuan (tabel)

perhltungan uang pesangon, dan uang"

penghargaan masa keria I (satu) kall sesuat

ketentuan (tabel) perhitungan uang
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penghargaan masa keria, sefta uang

penggantian hak yang seharusnya diterima

(ilka memenuhl syarat) yang meliputi : (a)

cutl tahunan yang belum dlambll dan belum

gugur; (b) blaya ongkos pulang ke tempat

dimana pekerla/buruh dlterima; (c)

penggantlan perumahan serta pengobatan

dan perawatan (l5Vo) darl uang pesangon

dan pendharagaan masa kerla; dan (d) hak'

hak laln yang dltentukan. Dan apablla plhak

pengusaha vang tldak berspdla menerlma

pekerla/buruh melanlutkan buhungan kerla dl

perusahaarnya dalam salah satu kasus'kasus

perubahan stetus, penggabungan atau

peteburan perusahaar, maka pekerfa/buruh

derhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)

katl sesual ketentuan (tabel) perhltungan uang

pesangon, dan uang Benghargaan masa kerla

I (satu) kall sesual ketentuan (tdd)

perhitungan uang penglrargaan masa keria,

sefta uang penggantlan hak yang seharusnya

diterlma (llka memenuhl syarat) sebagalman

disebutkan dlatas, Tldak dlatur menganal

berapa hak pekerfa apablla pengusaha tldak

bersedia menerlma Pekerla/buruh

melanlutkan hubungan kerla dl perusaham

dalam kasus Perubahan kePemlllkan

perusahaar.

Penoalannya, apa yang dlmaksud dengan

pentbahan stafi$, penggabungan, peleburan,

atau perubahan kepemlllkan perusahaan yang

dapat meniadl alasan bagf pengusaha untuk

melakukan pemutusan hubungan keria, atau

menladi alasan bagi pekeria/buruh sehingga

tidak bersedia lagr melanjutkan hubungan

keria, dan bagaimana kalau teriadi kasus

perubahan status, penggabungan, peleburan,

atau pentbahan kepemillkan perusahaan,

pekeria/buruh berinisiatif untuk mengakhiri

hubungan. keria. Siapa ya.ng harus

mengaiukan permohonan lzin (:penetapan)

untuk metakukan pemutusan hubungan kerJa

kepada lembaga penyelesaian persellslhan

hubungan lndustrlal (P4DIP4P) ?. Tidak

dlfelaskan dalam UU lnl. Atau dengan kata

laln, seiauhmana katego rl pentbahan statut,

penggilbungan, peleburan, atau perubahan

kepemikan perusahaan sehlngga dapat

melakukan pemutusan hubungan keria, baik

oleh pengusaha (: maiikan) atau

pekerla/buruh tldak bersedia melaniutkan

hubungan kerfa.

Sebagal contoh, dalam kontek perubahan

status misalnya, dapatkah ditakukan

pemutUsan hubungan keria apabila suatu

penrcroan terbatas metakukan corporate

actlon mentual sahamnya dt bursa (golne

publt4 sehlngga teriadl petubahan status darl

perseroan tertutup (PT) menladl perceroan

terbuka (PT.Tbk). Atau apablla (mlsalnya)

terfadl suatu perubahan bentuk persekutuan

darl persekutuan/perseoan kommanditer

(CV) dlubah menfadi perseroan terbata (PT)

balk dengan nama yang sama, atau dengan

nama lain, dapatkah dlkatakari sebagai

perubahan status?. Dalam konteks yang lain :

bagaimana dan apa yang dimaksud dengan

penggabungan afttu merger, peleburan atau
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konsolidasi, dan "apa pula" (maaf, gaya

Medan) yang dimakud dengan perubahan

kepemillkan perusahaan?. tnl yang akan

dlbahas dan dluraikan satu persatu dalam

tulisan lnl.

ANALISA HUKUM

Lahirnya UU Nomor l3 Tahun 2OO3

Tentang Ketenagakerfaan tanggal 25 Maret

2OO3 membuat suatu peruhahan yang sangat

prinslp dalam pemutusan hubungan kerfa

(PHK) yang dlatur dalam Bab Xll (Tentang

Pemutusan Hubungan Kerla) Pasal 150

sampal dengan Pasal 172 yaknl (antaia laln)

bahwa tldak ada lagl ketentuan menganal

PHK tanpa suatu alasan. Dengan kata laln

setiap pemutusan hubungan kerfa haruslah

dldoarkan dengan suatu sebab yang beralasan '

dan harus ada lzln (:penetapan) darl lembaga

penyelesalan persellslhan hubungan lndustrlal

(Pasal l5l lo Pasal l7l). Alasan pemutusan

hubungan kerfa selaln perubahan status,

penggabungan, peleburan, atau perubahan

kepemtttkan pentsahaan tersebut, dapat

dlsebutkan fuga sepertl PHK karena kepallltan

(165) atau llkuldasl (164), dan PHK karena

efislensl yang dlsebabkan karena

penurunan/berkurangtya produlsl (ordel

dan lasa (164), PHK karena hablsnya -fangka

wahu- kontrak ( I 54 huruf b kallmat kedua),

pensiun (167), atau menlnggal dunla (166)

dan laln-lain. Sebelumnya, dalam Keputusan

Menterl Tenaga Keria Nomor KEP-

150/MEN/2000 tentang Penyelesaian

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa

Keria dan Ganti Kerugian di Perusahaan

(Kepmen-150) dikenal adanya pengakhiran

hubungn kerja tanpa alasan, yaknl

pemutusan hubungan kerja perorangan bukan

karena kesalahan pekerla/buruh, tetapi

pekerfa/buruh dapat menerima karena

adanya "kesepakatan" antara pengusaha yang

akan mem-phk dan pekeria/buruh bersedla

untuk memutuskan hubungn kerja, sehingga

dapat dllakukan phk (Pasal 27 ayat (l).
Demlklan lgsa dapat dllakukan phk karena

peryrahan plndah lokui dan pengusaha tidak

bersedla lagl menerima pekeria/buruh di

perusahannya (Pasal 28 ayat (2)). Sekarang,

dengan UU ketenagakerfaan baru tldak

dlmungklnkan lagi phk tanpa alasan tersebut.

Dalam tullsan lnl hanya akan dibahas

mengenal pemutusan hubungan kerfa karena

alasan perubahan status, penggabungan,

peleburan dan pentbahan kepemllikn

petasahaan sebagalmana dlatur dalam Pasal

163 UU l3 Tahun 2003. Alasan

pembahasan pual 163 tercebut, karena

tlmbul persoalan penafslran dan luasan

pengertlan dalam pemutusan hubungn kerja

sebagal aklbat pentbahan stetus,

penggnbungan, peleburan dan pentbahan

kepemlllkan perusahaan tersebut, yang dapat

menlmbulkan perdebatan terhadap istllah.

istilah tersqbut yakni, apa yang dimakud

dengan perubahan status, penggabungan,
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peleburan dan perubahan kepemilikan

perusahaar?. lni dapat diteriemahkan dengan

pengertian yang sangat luas dan dapat

dlartlkan dengan makna yang sangat subfektlf

sekall. Oleh karenanya perlu dlkafl satu deml

satu.

l. Perubahan status

Dalam' hukum blsnls (khususnya corporate

la0 pengertlan perubahan ttatt$ dapat

dlterfemahkan luas dan bahkan sangat

bervarlasl.'Dapat dlcontohhn, IIU Nomor I

Tahun 1995 Tentang Pcrceroan Terbatas

(UUPT), antara laln dlsebutkan mengenal

salah satu bentuk perubahan status perseroan

terbatas adalah perubahan status darl

penserosan tertutup (PT) nnnfadl perseroan

terbuka (PT. Tbk) atau seballknya.

P etubahan ttatutperseroan terbatas tertutup

(PT) menaldl perseroan terbaas terbuka (PT

Tbk) yang luga serlng dlsebut dengan

perusahaar go publlc, dalam prosesnya

haruslah memenuhl beberapa persyaratan

tertentu. Salah satu persyaratan yang harus

dltempuh adalah melakukan perslapan go

publlc, antara laln re-strukuilsal,

pemberesan surat surat dan dokumen, dan

kadang-kadang luga melakukan proset prlvat

placement (mlsalnya melalul penerbltan

convenlble bonds kepada penyandmg dana).

Selanfutnya dalam proses resfiuktudtatl suatu

perusahaar yang akan go publlc dapat

mellputl : (a) restrukturlsrl flnanclal, (b)

restrukturisasi bisnis, (c) restrukturisui

corporate, (d) restrukturisasi posisl SDM,

serta (e) restrukturisasi utang atau piniaman,

dan lain-lain (Munir Fuadi h. 53).

Butlr yang penting untuk dikaii dalam

kahannya dengan perubahan status adalah

restrukturlsasl corporate dan restrukturisasl

(poslsl) SDM. Restruhurlsasl corporate atau

yang serlng dlsebut sebagal re.organlsasl,

dapat berupa tlndakan merger, akulslsl,

konsolldcl, re-grouplng, peniualan

perusahaa- dlvercasl yang sedlklt banyak

akan berpengaruh kepada SDM

(pekerfa/buruh) yang ada dalam perusaham

tersebut. Seperti halnya tindakan re-

oryanlsal (poslsl) SDM, maka labaran.fabatan

dan poslsitertentu darl level top management

(Dlreki/Kombarls) sampai level

pekerja/buruh tlngkat bawah dilakukan

perombakan dan dltata ulang sehlngga

tercapal tuiuan penataan sDM sesual azx the

dgrt man ln the rlgltt place. Dan mungkin

sebagai konsehrvensl tlndakan pengetatan

blsnls dan keuangan terpaksa harus

melakukan phk (Munlr Fuadl h. 54).

Dlslnllih perusahaan dapat melakukan

tlndakan phk dalam. hubungannya dengan

perubahan status perusahaan darl PT tertutup

menfadl PT terbuka. "saudara kembar" darl

go publlc adalah go4ntematlonal sepertl yang

dllakukan PT lndosat yang menawarkar

saham-sahamnya dl New York Exchange

lewat lnstrument Pasar Modal ADR
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(American Depository Receip 4, Persoalnnya,

jika suatu perseroan (yang didirikan menurut

hukum) lndonesia melakukan corporate

ection z go-lnternational seperti lndosat itu,

apakah termuuk perubahan status atau

perubahan kepemlllkan ?. Jawabannya :

mungkin blsa ya, mungkln tldak. Kalau

lnvestor yang membell sahamnya akan

menerapkan Wd corporate govemance dan

terleblh flka menguasal saham dengan lumlah

teftentu yang mencntukan sebagal malorlty

stockholder, maka kemunjklnan besar akan

melakukan perombakan atau ra'$trukturlsasl,

termasuk re-posltl SDM.

Demlklan luga dalam cworete actlon yang

laln, dlkenal adanya perubahan status darl

suatu cabang atau unlt atau devlsl tenentu

dar4 suatu perusahan (korporasl) dtlep'as

menfadl suatu perusahaan yang berdlrl

sendtrt, apakah berbentuk Ftrma, CV, atau

rrungkln berbentuk badan hukum PT.

Demlklan luga perubaha organlssl

perusahan menladl satu group dalam suatu

holdlng company, atau terladlnya reorganlsel

semu, take-over atau hastlle take'over

(pengambll allhan -akulsbF tilnpa kesepakatan

bulat), ataukah adanya bentuk re.strukturlsal

yang laln (sepenl LBO, leveragp buy oug,

atau leverage cash pemblayan acqulsltlon

dengan utang), atau mungkln suatu cabang

atau unlt tertentu melebur pada suatu

perusahaar atau korporasl laln. Kemudlan

saat lnl PT Bank Tugu Pratama (B1?)

merencanakan merubah system perbankan

yang selama ini diterapkan, dari perbankan

dengan sistem konvensional menjadi sistem

perbankan syariah. Dengan perubahan system

tersebut, nama bank, yang direncanakan iuga

akan diubah tanpa melakukan . likuidasi.

Sebelumnya, di BTP teriadi perubahdn

kepemilikan korporasi melalui penfualan

saham dari konsorslurn beberapa bank

menfadl mlllk (maksudnya malorlty

sharcholdei salah seorang lnvexor tanpa

melakukan llkuldasl. Contoh-contoh tersebut

blsa merupakan suatu perubahan status dan

blsa fuga.merupakan perubahan kepemlllkan

perusaham, tetapl'karena sefak awal tldak ada

llkuldasl, maka' blsa safa akan dlterfemhkan

laln dan beimacam ragamnya. Tergantung

darl kacamata apa dan darl slsl kacamata

mana klta mellhatnya. Perubahan status yang

manakah yang dlmaksud dalam UU

Ketenagakerfaan sebagat alasan untuk

melakukan pemutusan hubungn kerfa?.

lnllah percoalannya. Mungkln safa blsa bahwa

setlap coryorete actlon sebagalmana contoh.

contoh tercebut blsa dlfadlkan alasan untuk

melakukan pemutusan hubungan kerfa

tergantung pada nlatnya. Karena UU tldak

mengatur leblh lanfut, dalam kasus apa dan

yang mana yang dlmakud dengan perubahan

status. Blsa ladl nlat pengakhlran hubungn

kerfa dlsebabkan adanya llke and dlsllke

menfadl sebab pengakhlran hubungan kerfa, -

atau bagl pekerla/buruh bernlat untuk

mundur dfiadlkan alasan untuk memutuskan
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hubungan keria. Oleh karenanya pengaturan

lebih laniut dan terinci dalam Peraturan

Perusahaan atau Perianilan Keria Bersama

sangat diharapkan ada penlelasan leblh rincl

dan ielas, sehlngga menladakan atau

setldaknya mengurangl kemungkinan

tlmbulnya penafslran yang salah atau

penafslran yang laln, yang berbeda, yang

cenderung serta berPotensl untuk

menlmbulkan peruellslhan dlkemudlat harl.

2, Penggabungan dan Peleburan

Mengpnal pengprtlan penttebun&n atau

peleburan sudah mengerucut pada pengeftlan

meqar untuk Penggabungan, dan

kotrsoltdatlon atau konsolldasl untuk

peleburan, yang dlatur dalam berbagal

peraturan perundangundangan mengprial

perusahan (coryorate lafi. Merger dan

konsotldel atau pengabungan dan peleburan,

antara laln dlatur dalam UU mengBnal

Perueroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal

102 dlsebutkan bahwa sw penercan (PTl

aau teblh dapatmenggabungkan dlil menladl

atu dengan pertenoan yang telah ada atau

meleburkan dhl dengan pentercran laln dan

memhenatk pentennn laln. Pasal 102 lnl

memberikan kemungklnan penteroan (PT)

untuk melakukan penggabungan (mergel)

atau konsolldal antara satu penteroan dengan

perueroan lalnnya, namun belum dUelaskan

oleh UU teruebut, apa yang dhnaksud dengan

penggabungan dan peleburan, sehlngga

memungkinkan suatu perseroan dapat

melakukan pemutusan hubungan keria.

UUPT ini memang tidak memberlkan definisi

tentang penggabungan dan peleburan

tersebut. Namun salah satu perturan

pelaksanaan UUPT mengatur mengenai hal

tersebut yaknl PP. Nomor 27 Tahun 1998

tentang Pengabungan, Peleburan dan

Pengambll-allhan Perseroan Terbatas.

Pada Ketentuan Umum PP 27 Tahun 1998

ters€but memberlkan deflnlsl tentang

penggabungan adalah perbuatan hukum yang

dllakukan oleh satu perseroan atau leblh

untuk*rnenggabun*an dlrl dengan penreroan

l'aln yang telah ada, dan selanfutnya perseroan

yang telah menggabungkan dlrl menladl

bubar (dlllkuldasl). Kemudlan peleburan

dluralkan sebagal perbutan hukum yang

dllakukan oleh dua penreroan atau leblh

untuk meleburkan dlrl dengan cara.

membentuk satu penteroan baru, dan maslng-

maslng penteroan yang meleburkan dlrl

menladl buhr (llkuldasl).

Dalam ketentuan mengenal tatacara

penggabungan dan peleburan perseroan,

khususnya mengenai usulan rencana

pengabungan, salah satu ltem yang perlu

dlketahui oleh pemegang saham masing-

maslng perusahaan yang merypr atau

konsolldcl antara laln adalah mengenal cara'

penyelesalan status karyawan
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(termasuk meleburkan) diri. Dalam kaitannya

dengan UUPT dengan UU Ketenagakeriaan,

bahwa apabila melakukan restrukturisasi dan

terpaka harus teriadl pengakhiran hubungan

kerfa, maka pengaturan tentang hak'hak

karyawan (pekeria/buruh) mengacu kepada

pasal 163 UU Ketenagakeriaan tentebut.

Demlklan halnya dengan pengertlan

penggabungan dan peleburan dalam UUPT,

senada dengan pengeftlan mergEr dan

konsolldel dalam UU Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan sebagalmana telah

dlubah dengan UU Nomor l0 Tahun 1998

mengenal Perubahan UU Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan. Dalam Ketentuan

Umurn Pasal I angka 25 dlsebutkan bahwa

Merger adalah penggabungan darl dua bank

atau leblh, dengan cara tetap

mempertahankan berdlrlnya salah satu baik,

dan.membuba*an bank bank lalnnya dengan

atau tanpa mellkuldasl. Leblh lanfut

pengertlan menganal konolldast (angka 26)

adalah penggabungan darl dua bank atau

leblh dengan cara mendldkan bank baru dan

membubarkan bank.bank tersebut dengan

atau tanpa mellkuldal.

Sebelumnya pengaturan mengenal mergpr

dan konsolldal bank, dlatur dalam

Kepmenkeu Nomor 222/KMK-01711993

(Tanggal 26 Pebruarl 1993) tentang

Perryaratan dan Tatacara Merger, Konsolidal

dan Akulslsl Bank. Dalam Keputusan Menterl

Keuangan tersebut pengertian menganal

merger dan konsolidasi sama dengan yang

diatur dalam UU menganai perbankan

tersebut di atas. Hanya dalam UU mengenai

Perbankan lebih iauh menielaskan tentang

adanya kemungkinan merger dan konsolidri

dengan terlebih dahulu melikuidasi, atau

dapat iuga dilakukan tanpa perlu melakuktn

llkuldasl. Kedua alternative lni (likuldul atau

tanpa llkuldasl) mempunyal konsehrensi

sendlrl*endlrl yang berbeda, terutama

menyangkut mengenal hak-hak dan kewallban

korporasl terhadap para kredltur atau plhak

ketlga dan para stake holder yang terkalt

dengan ltorporal. Demlklan fuga konsekuensl

terhadap UU Ketenagakerlaan, khususnya

pasal 164 mengenal adanya kemungklnan

pemutusan hubungan kerfa karena

penrsahaar tutup (llkuldasl).

Tldak ada ketentuan atau pengaturan tentang

penggabungan dan peleburan ,dalam

peraturan perundang:undangan mengenal

bentuk badan usaha laln sepertl Flrma atau

CV atau bentuk-bentuk usaha / badan usaha

lalnnya, sepertl Usaha Dagang (UD) atau

Usaha Bersama (Un1. Namun Dalam

anggaren dasar maslng-masing badan usah

tersebut, dapat diatur mengenai

penggabungan dan peleburan. Dalam UU

mengenal Yayasan laln lagl, disana diatur

mengenal adanya kemungkinan Yayasan

melakukan penggabungan dan peleburan

sepertl halnya perseroan terbatas. Dan

tentunya maksud dan pengertlan tentang

34



penggabungan atau peleburan dalam

perseroan terbatas sama maknanya dengan

penggabungan atau pdeburan pada Yayasan.

Selanlutnya dalam llterature hukum blsnls,

dlkenal adanya beberapa macam mergen

yaknl, merger vertlcal, merger horlzontal dan

merger konglomerasl. Sebagal contoh merger

vertlkal, antare laln PT lndomt menyetulul

pelaksanun m€ru€r (vcrtlca| antara lndosat

dengan anak anak perusahamnya : Satellndo,

lM3 dan Blmapraha. Drlrm rrcrgcr tcrsebut,

Dlrut PT lndosat mengauken bahwa merger

(venlcal) tersebut tldak nengaklbatkan

perubahan terhadap permodalan, Cusunan

pemegang saham, maupun susunan Dtrekl.

Leblh lanlut dlkatakan bahwa dengan

efektlfnya merg€r teruebut, karyawan tetap ^

(KKwTT/permanent) Satellndo dan llvl3,

akan menfadl karyawan rctap lndosat.

Adanya mergEr tersebut tentu akan sedlklt'

banyak mempengaruhl dan mungkln

mengaklbatkan reposlsl SDM, dan mungkln

luga re-struktuflsal aklbat re.organbui,

walaupun dlkatakan bahwa karyawan tetap

tldak akan terpengaruh terhadap aklbat

merger. Tetapl phk pastl sullt untuk

dlhlndarl, setldaknya terladl demosl.

3, Perubahan Kepemlllkan Perusahaan

Pengertlan atau lstllah perubahan kepemlllkn

tldak ada dalam peraturan perundang'

undangan atau dalam kamus hukum

(ketenagakerfaan?). Namun wujud

(implementasi) darl perubahan kepemllikan

tersebut dapat dicontohkan sepeni adanya

pengallhan saham atau modal korporasi, baik

melalul jual bell atau dengan cara lain seperti

hlbah, kompensasl hutang . dengan

saham/obllgasl dll. yang berlkut akan

dlfelaskan leblh lanlut dalam tullsan lnl.

Seberapa besar modal atau saham yang

dlallhkan atau berallh sehlngga dapat

dlkategorlkan seba gal pentbahan kepemlllka n,

tldak ada ketentuan. Oleh karena ltu dapat

dlterfemahkan sangat luu dan dapat

dltafslrkan' dengan berbagal macam

lnterpretasl. Dalam llteratur hukum blsnls

terdapat beberapa lstllah yang berkaltan

dengan perubahan kepemlllkan perusahaan.

Kedaan pembellan saham suatu perusahaan,

batk secara langpung (prlvat placemenVgolng

prlvat) atau melalul pasar sekunder, (golng

publlc) merupakan salah satu keglatan yang

mengaklbatkan Berubahan kepemllikan

perusahaar. Demlklan luga penanaman modal

atau lnvestgl pada suatu korporasl, adalah

baglan dari keglatan perubahan kepemlllkan,

setldaknya menfadlkan penambahan fumlah

pernllik (sharcholder) dan mengurang porsl

kepemlllkan lnvestor lalnnya, balk melalul

pembellan saham atau melalul pembellan

barang-barang modal ataupun dalam bentuk

lnvestasl lalnnya. Sama sepertl halnya akuislsl

(pengpmbll.allhan) yang luga merupakail

salah satu cotporate ectlon yang

mengaklbatkan adanya perubahan
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kepemillkan. Sebab salah satu alasan

acqubition adalah memperbesar ( :melebarkan

sayap) perusahaan dan penguasaan

manaiemen perusahaan yang diakuisisi melalui

pembellan saham dalam Jumlah tertentu.

Dalam peraturan perundang'undangan,

menurut PP 27 Tahun 1998 Pengambil-

allhan atau akulslsl adalah perbuatan hukum

yang dllakukan oleh badan hukum atau orang

perorangan untuk mengambllallh, balk

seluruhnya atau sebaglan besar saham

perseroan yang dapat mengaklbatkan

berallhnya pengpndallan terhadap penseroan

tersebut. UU Perbankan (UU Nomor 7

Tahun 19921memberlkan deflnlsl yang leblh

sederhana yaknl, akulslsl adalah pengambll'

allhan kepemlllkan suatu bank. Demlklan luga

PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger,

Konsolldel dan Akulslsl Bank, Pasal I anika

4 bahwa akulslsl adalah pengambll allhan

kepemlllkan suatu bank yang mengaklbatkan

beralihnya pengendallan terhadap bank.

Dalam dunia blsnls dlkenal beberapa maem

akulsisi sepertl revente acqubltlon yaknl

akulslsl berballk yaltu apablla peratlhan

(pengBmbll-alihan) saham dilakukan dalam

rangka akuisisi sebagai baglan dari suatu

transaksi pertukaran; htgh leverage

acquhltlon, akulslsl yang beraklbat fatuhnya

perusahaar pengaklslsl karena adanya debt-

menagiement (pengurusan yang salah); MBl,

menegEment buy ln yaknl apablla saham

(dalam slmpanan) dlbell sendlrl oleh

managemen yang merupakan tlm baru

mengganti tim [ama; atau MBO, management

buy ous: saham (dalam simpanan) dibeli

sendiri oleh managemen (PS) tim tama.

Manakah yang dimaksud sebagai akuisisiyang

menyebabkan beralihnya kepemilikan

perusahaar. lnllah persoalannya.. Menurut

Munlr Fuady bahwa secara lebih spesiflft,

akuisisl perusahaan merupakan tindakan

untuk mengambll allh suatu perusahaar oleh

perusahaar lain yang blasanya, tetapi tldak

selamanya dlcapai dengan membell saham

blua darl perusahaar laln.

Karena dengan kata "akulslsl" mengandung

rnakna r.memlllkl" atau "mengambil allh"

atau'.,*,{'take over".. Maka untuk dapat

dlkatakan akulslsl perusahaan dalam artl

pengambllallhan mana mestllah

pengambllallhannya dapat menfadl mayorltas

blasa (slmple mayorlty) yaltu mlnlmal 5l9o

darl seluruh saham perusahf,an yang

dlambllallh (Hukum tentang Merger h.3).

Keballkan darl akulsl adalah divestasi yakni

penluahn perusahaan, rnelalui penlualan

saham, balk sebagian maupun seluruhnya,

yang luga merupakan salah satu actlon yang

mengakibatkan perubahan kepemilikan.

D lvesasl lni di laku kan blasanya karena alasan-

alasan, antara laln : (l) terfadlnya kesulltan

finanslal, (21 adanya baglan (yang akan

dilual) yang kurang baik kinerianya, at?u

tldak memberlkan keunggulan kompetltlf -

iangka panfang atau tldak sesual lagi dengan

strategl baru, atau (3) karena perusahaar
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induk terlalu dl dlverclfikuf dan keluar dari

core.businee$lya (Gunadl h. 7 3).

Bentuk-bentuk dlvestasl (peniualan

perusahaar) yang laln, yang dikenal dalam

dunla blsnls adalah, antara laln rel/off yaknl

penlualan cabang (unlt/bagla) perusahaan ke

perusaham lalni sphroff yanknl pemlsahan

unlt atau pencabangan atau demeryer

dengan pembentukan Pg!3!4!4, Yang

kemudlan sahmnnya dlbaglkan kepada PS

perusahaa lnduk; out"rl$ht llquldatlon of

atses yaknl Penfualm scbadan aset

perusahaa; atau MBO manatament buY

out' yaknl saham (dalam slmpanan) dlbell

sendlrl oleh managemen (PS) tlm lama; dan

golng pdvatet (keballkan darl falubllc)
yaknl saham yang telah llsted (terdaftar untuk

dlfual) menfadl deltrtlng karena dlbell

(sendlrl) oteh plmplnan perusahaa tpSl.

Selanlutnya, menurut Sudarsanm (Gunadi,

h.74) bahwa MBo, manegament buY out

dan gotng prlvete adalah (luga) salah satu

bentuk divestasi'selaln merupakan akulsish.

Beberapa macam dlvestasl yang pernah dan

akan terladl dalam praktek saat lnl yang

mengakibatkan adanya gefolak dan aksl

pekerta/buruh, anhra laln, dlvestal saham

ilCA = pentualan saham BCA yang dlkuasal

oleh Pemerlntah (dllual) kepada Fanalon dan

dlvestul unlt (spln'of0 PT Semen Gerslk

terhadap PT Semen Padang. Dan saat lnl PT

BNI Tbk merencanakan (dl awal Tahun

2004) melepas 30Vo saham Pemerlntah

melalui 2 opsi pelaksanaan divestasi saham

Bank BNI yakni melalui opsi secondary

offering atau opsi strategic rale (Kompas l2-

I l-03) Dlvestasl contoh sepertl ltu bisa sala

diteriemahkan termasuk kategori perubahan

kepemilfkan sehingga dengan demikian dapat

dlladlkan allsan oleh salah satu plhak untUk

melakukan. pemutusan lrubungan keria.

Sama halnya dengan kasus'kasus

restruhurlsasl utang yang dapat

mengaklbatkan adanya perubahan

kepemlllkan sepeftl debt to' astet swap,

pengallhan harta debltur kepada kredltur

untu'K penyelesalan (pembayarat) utan&

dernlklan dapat dlterlemahkan sebagal

perubahan kepemlllkan perusahaan. Hal lnl

blasanya terladl mlsalnya pada non'

performlng loan : kredlt bermoalah. Iuga

pada debt to egulry mrap, perubahan utang

melalul (menfadl) penyertaan modal;

Penlngkatan modal melalul publlc offeilng

tlgfrt lssue dian prlvat placement'termasuk

convertlble bonds (obligasl konverci) yakni

konversi utang dengan obllgasi (surat utang)

atau saham. Dengn demlklan pengertian

perubahan kepemlllkan perusahaat blsa

sangat beruarlasl dan beragam dengan

berbagal macam cara dan bentuk. Tldak ada

penlelasan dalam UU Ketenagakerlaan

sampal sefauhmana dan selumlah berapa nllal

saham atau aset yang dlallhkan sehlngga

dapat dlkatakan terladl perubahan

kepemltlkan. Kalau dlserahkan pada
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peraturan perundang:undangan lain, maka

akan banyak istilah yang sama sepefti yang

telah disebutkan dia atas' yang kesemuanya

dapat diteriemahkan sebagai suatu perubahan

kepemillkan. Oleh karenanya mungkin

diperlukan "kamus" lstllah'lstilah hukum

ketenagakerfaan yang baku yang dapat

diiadikan suatu acuan dalam suatu kasus

dengan menyebut secara tegas dan ielas

sehlngga tldak akan ada gray arcayang dapat

menlmbulkan perdebatan boleh'tldaknya

melakukan phk dengan alasan perubahan

kepemlllkan peruJahaan.

PENUTUP

Untuk melakukan pemutu$n hubungan kerfa,

balk oleh pekerl#buruh atau oleh pengusaha

karena alasan adanya perubahan statssr.

penggabungan, peleburan atau perubahin

kepemlllkan, haruslah dlmcnged apa makna

darl lstllah-lstllah tcrsebut, schlnffa tldak ada

plhak.plhak yang merasa dlrudkan. Adanya

pemutusan hubungan kerla dengan alasan

penggabungan (mergei dan peleburan

(konsolldet -consolldatln) mungkln tldak

banyak persoalan yang akan tlmbul, karena

pengertlan peng8abungan dan peleburan felas

dlatur dalam berbagal pertauran perundang'

undangan, khususnya yang m€ngatur

mengenal pengabungan dan peleburan pada

perusaham berbentuk perceroan terbatas,

termauk penteroan terbatas yang bldang

usahanya dlsektor perbankan. Walaupun

penggabungan dan peleburan bentuk usaha

lain sepeni Firma dan Perseroan

Kommanditer tidak ditur, namun dalam

praktek, dalam anggaran dasar masing-masing

bentuk perusahaan tersebut telah ditur secara

ielas. Akan tetapi pengertian . perubahas

status dan perubahan kepemilikan sebagai

salah satu alasan phk yang dituniuk oleh Pasfrl

163 UU Ketenagakerjaan dapat ditafsirkan

banyak dan beragam. Seperti dicontohlon

perubahan perseroan tertutup menjadi

perseroan terbuka, bentuk Persekutuan Flrma

atau Perseroan Kommandlter berubah

menfadl .. Perseroan Terbatas, dan

pencabangan atau pembentukan cabang baru

menfadl Suatu perseroan yang berdlrl sendlrl

sefta perubahan system perbankan,

perubahan nama, pengalhan aset, gn-publlc,

go4ntematlonal, semua dapm dlkategorlkan

sebagal perbahan status. Demlklan luga

penluahn saham kepada plhak laln atau

perubahan utang menladl saham atau

penluahn saham dl bursa efek atau dlverstul

saham suatu perseroan, dapat dlkatakan

sebagal perubahan kepenrlllkan, walaupun

relatlf kecll dan terbatas fumlahnya. Oleh

karenanya perlu dibuat penielasan dan definisl

dalam PPIPKB sehlngga dapat memlmalislr

kalau tldak blsa dlkatakan menladakan

kemungftinan terladinya kasus-kasus yang

berkaltan dengan perubahan status,

penggabungan, peleburan, atau pentbahan

kepemlllkan perusahaan tersebut. Selamat

bekerla.****
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